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bahwa saiaii satu jenis Retribusi Jasa Usaha Umum sesuai ketentuan Pasal 110

ayat (1) huruf n Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

R-etrinusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi

Pengencialian ivlenara Teiekomunikasi;
untuk melakukan pungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan

Peraturan yang memadai guna meningkatkarr Pendapatan Asli Daerah;
bahwa UeidaJaiXan peiiinibangan sebagainrana dinraksud pada huruf a dan b,

maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi.

Unclang-unciang l.lomor 29 Tairun 1959 teriiang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkal ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor

74,1ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822);

Undang-undang Nomor I Tahun i981 tentang Kiiab Undang-Undang HukumAcara
pidani(Lembalan Negara Republik lndonesia Tahun 1991 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209);

Undang-undang i.iomor i 0 Tahun 2QA4 ieniang Pembentukan Peraturan
perund-'ang-und-angan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

3b3, Tamdahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);
I '6-l^-4 'rnr.rrna i,lrmor 32 Tahun 20C4 tenianE Pemerlntahan Daerah (Lembaran
Lri iLl.rr r9-Ul lLrol lV lrL
ruegara'Repubiif lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Re[ublik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang l\omor 12 Tahun 2CC8 tentang Perubahan Atas Undnang-

unding Nomoi3Z Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran_Negara

Repubik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

I ndonesia ltJcmcr 4844) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lnCcnesia Tahun 2AO4 !'Jornor 125, Tambahen Lernbaran Negara Republik

lndonesia Nomor a252);
undang-undang Nom or 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara

Repunik lndciesia Tahun 2005 lrlo:'nor 139, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5025);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak laerah dan Retribusi Daerah

(Lenrbiran Nlegara Republik lndanesia Tahun 2009 Ntomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);
peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Telekomunik'asi (Lembaran Negara R'ep'-rb!ik' !ndonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Taf'un 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 1 ?-7 , Timhahan I emharan Nenara Renr rhlik lnclonesia Nornor 4566);
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Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4568);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengg araan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan lnsentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik lndonesia Nomor 5161);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis
Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Penyusunan
Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah
dan Berita Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersarna

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan

E'UTA i I iUIUi\A

MEMUTUSKAN:

TEi.iTAi.iG RETR|BUSi PEi\tGEl'iDALIAN |tiENARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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TELEKOMUNIKASI

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabuPaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah BuPati Muna;

Kabupaten Muna;

4. Dewan Peruvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
Penruakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;

disingkat DPRD adalah Dewan

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Badin adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,

perseroan Comanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah

dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,

KopErasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk

Usaha Tetap serta Bentuk Ubaha lainnya;
7. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan

dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
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8. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar
danlatau sarana transmisi didarat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan
spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat
diterima secara terendah dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat
oenerima siaran;

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk keoentingan oranglpnbadiatau badan;

10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta
dapat dimanfaatioleh orang pribadi atau badan;

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan retribusidiwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

12. Masa retribusi adalah suatu iangka waktu tertentu yang merupakan suatu batas
waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan
fasilitas Terminal;

13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD
adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek
retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi
yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

16. 
-Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang,

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat sebagai STRD, adalah

surat untuk malakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga

dan atau denda;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan

mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan Retribusi lJaerah;
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan

yang Oitat<ukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
FerryiCli<, urrtuk rnencari serta niengurlrtruikart bukti yang dengan bukti itu rnefilbuat
terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

tsAts ii
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasai 2

Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas
6^-^Fr^A+
Pqr r rdl ildcri,dl I I udl lV

Pasal 3

Obyek Retribusi acialah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan

memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum'

Fasai 4

Subyek Retribusi adatah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati
peiayanan per"igenclaiian nlenara telekom unikasi yang diberikan.
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BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Reiribusi Ferrgerrciaiiart ivienara TeiekornurrikasicJiguiongkan sebagaiRetribusiJasa Umum.

BAB IV
CARA lii'i E NG U KU R Ti i.i c iGT PE li G G U NAAi.l JASA

Pasal 6

Tingkai penggunaarr jasa cjiukur berciasarkan presentase tertentu cjari niiai investasi usaha
diluar tanah dan bangunan atau penjualan kotor, atau biaya operasional yang nilainya
dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

3AB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

Fasai 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
r'!------!-l:a- lr^---- r-t-r.^--...-:t.--: -tal-L-.-t--_ J-.^--- --L-r:t-^- L:---^rsjl lgijl lUcillcil i iviClliil d icicl\UlilulliKdbi Uii'CtdPl\dli Ui'llgcill lllglllpgllldl,lKall UIAyA
penyediaan jasa menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan
dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

,f-)'! !l;-.,^ ^^L^-^:--^-^ J:-^t--..J --r^ ^,,^r /4\ 
--l:-.,s: 

L:^.,- -----^: l--
\z-) l;ltdyd sErJd9crirircrilc uiilrc.if\)uu P<Ivd .lyirr \ l/ litrrtlpLjlt elaya uPtrlasl uiiil

pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,

na*aranan t^.:c L^^,,^ t t^lt ta. san,,l,,^ ^^t-^^i-^ hi^,,^
Pirr rs[qpcil r rclr ii r rst lyq ut iLun I i iC;ltui,L.tv J('uuvtut I utqrq.

Pasal B

(i) Tarii Reiribusi ciiiirijau kerrrbaii paiins iania 3 (iiga) tahun sekaii;
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
(3) Penetapan tarif retribusi sebagainrana cjinraksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

BAB Vi
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

D^--r d

(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
i^^- .{^^^^a la-if Da+ril..r.^i.psr ruuur rq qi I JqSq lrgr r9qr r lqr ll r \ttlr li,uJr,

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah
penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
pemerintah daerah untuk penyelenggai'aan jasa yang bersangkutan;

(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur
maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh
nomarintalr rlaarah'
Pvllrvr rr rlqrr uuvrur lt

(4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul
oleh pemerintah daerah'dalam menyelenggarakan jasa tersebut;

(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase
tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang;

(6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam
atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan
tarif retribusi.

^/,



BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(i) Iarii- Relribusi Ferrgencjaiiarr ivieriara Teiekurrrunikasi ciigoiorrgkan berciasarkarr
pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan;

(2) Strul<turdan besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaiberikr.rt:
i. Usaira besar

a. Penggunaan jasa atas ketinggian menara telekomunikasi adalah
Rp. 10.000,/ meter dan dipungut setiap bulan atau setiap tahun;

L n-- ^_-_t a___L _--l;-:-_o. iJenggunaan aieat ianan pencrrian nlenara telekonrunikasi adalah
Rp. 20.000,-/m2 dan dipungut dalam setiap bulan atau setiap tahun.

ll. Usaha Kecil
a. Penggunaan jasa atas keiinEgian me;:ara ieiekomunikasi frekuensi radio

dan atau pemancar HT. adalah Rp. 1.000, /meter dan dipungut setiap bulan
atau setiap tahun;

b. PenEgunaan ai'eal tanah pendii'ian menei'a telekomunikasi frekwensi radio
dan atau Pemancar HT adalah Rp. 2000,-lm2 dan dipungut dalam setiap
bulan atau setiap tahun.

Fthtratt
FAE! Vilt

KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

h---t a,

Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan menggunakan menara telekomunikasi
wajib membayar reiribusi yang besamya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IX
trrtr A\, l Lt Dt tlt^l tT A ttirrlrl I nr r r vrrttu I nlr

Pasal {2

Reiribusi yang terutang ciipungut cliWiiayah Daerah Tempat Menara Telekomunikasididirikan.

BAB X
attaa rF-htFtrat Atrt at l? FF-hahtlaa ?Fhl!tall^IiIAOA l\E I I\IE'UOI UAIT i)AA I TTE, I laIE'L'gI I El\\, I AITT9

iiulasa reiribusi adaiah jangka waktu
atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Saat retribusi terutang adalah
dipersarrrakan.

Pasal 13

yang pemunguiannya ciilakukan setiap bulan dan

t-.---! 4 4rdsdt l.+

pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang

BAB XI
c! !Er r'!- DE!-!n4E'!"4-DAl-!gvi\nl I LrtvnI Inl\nll

( r/
(2)

tJ/

Pasal 15

trr-':r- .--t.-:t- -: -. - 1-: Ah-t^hh.vvujtu telituust wiijtu Iilengisl oruL.i r\iJ,
SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retibusi atau kuasanya;
h--r-.r- :-: ^-l- l-r^ ^--:^:^- r^-- - -:-- nnJn -L---:-----Dellttj^, lsi bci Ld Lill,d Udid Ptrl19lsldll udll pul lydlllpdlclll oI.UVr\U :,CuiCgdlllldlld
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

-/,



6

BAB XII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Femerintah Daerah berkewajiban mengaciakan pengencjalian clan pengawasan terhadap
setiap pemanfaatan ruang baik yang tidak maupun menimbulkan gangguan;

(2) Pengendalian dan penga\ rasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun.

BAB XiiI
PENETAPAN RETRIBUSI

n---l at
I OJA| I t

(1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD, dengan menerbitkan SKRD atau
dokunren lain yang ciipersamakan clarr SKRDKBT;

(2) Bentuk dan isisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XiV
TATA CARA PEMUNGUTAN

h- - - I a 6

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan;
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

L^,,.6^ t'^'^:^ t'.,^^- J^- t'^J., r^-Dei'upa Karcis, Kupon, can Kanu iangganan;
(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului

dengan Surat Teguran;
(5) Hasil pemunguian i'eti'ibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara

bruto ke Kas Daerah.

9.49 XV
TATA CARA PEMBAYARAN

f}real 'l O

(1) Retribusi terutang pembayarannya dilakukan secara tunai/lunas;
t?\ Pamharraren rofrihrrci cohancim-n? dimalzcrrd nada atrat l4 \ rlilakrtkan solamhat-\r,l fit;;iUiir.:i6ii iitii;Uij;; nUi.'icgt;i;;i!;;;G -;;ii5rrnU'si P-u; sts. \./ vrrq.\uitqii verur"sut

lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan dan SKRDKBT;

/a\ T:ta ^err rranvolnran hannrnnqr rran dan lprnnal nernha'rraran retrilrrt-.i dialtrr'
iJ/ ;3iG, !;i; ii;iiJ?iliiGiir irLiivcii-:j.j!iiG;i i-i.iii i'vi,;i;i;i vv;iiuirr;,

dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMANFAATAN

Pasal 20

(1) Pemanfaatan dari penerimaan dari penerimaan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomr,rnikasi dir.ltamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penyelenggarcanpelayanan menara telekomunikasi berupa pengendalian
dan pengawasan dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan
kepentingan umum;

(2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. Biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi;
b. Membiayai pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek

tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

/
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BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalarn hai wajib retribusi ticiak membayar tepat pacia waktunya atau kurang membayar
dapat dikenakan sanksi administrasi dengan bunga 2o/o (dua persen) setiap bulan dari
retribusi yang terutang dengan yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menEgunakan STRD,

Pasal 22

Fenagihan retribusi teruiiang yang iicJak atar; kurang bayar dilakukan dengan
menggunakan STRD;
Penagihan retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahuluidengan SunatTeguran;
Pengeiuaran Surat Teguran/Peringatan/Sui'at lain yang sejenis sebagai tindakan
awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal jatuh tempo pembayaran;
Dalam jangka wal<iu G0 (enam puiuh) hari setelah tanggal surat Tegurar/Peringatanr'Surat
lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
a,,^. /1\ Jit-^t,,^-t.^^ ^l^t- ^^:^A^{ ,,an^ ^lit,,^i,,1..ar6r \ r / ui^cruqr nqi r tJrcr t vaJaaJaL yqr iY uirlri ljLir\,

Tata cara dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAts XViii
KEBERATAN

Pasal 23

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa lndonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas;
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali lika Wajib Retnbusi tertentu dapat menunlukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keaciaan yartg teijacii ciiiuar kel-rendak kakirasaan Wajib Retribusi;
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Fasai 24

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Kebe:"atan ditenma harus mcrnbcri kcputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukunn bagi t/,/a.jib Ret'ibusi, bah,na keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupati;
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagien, menclak, atau rnenambeh besernye Retrlbusi yang terutang;
Apabila jangka waKu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberisuatu kepr-rtusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Fasai 25

JikA pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retrilrusi clikembaiikan dengan clitambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
peiunasan sani pai dengan cjiterbiikairnya S KRDLB.

( r)

(2)
(3)

ri/

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)



(1)
(2)

(3)

(4)

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi;
pemberian pengurang an atau ieringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), dengin memperhatikan kemampuan wajib retribusi dapat diberikan

kepada pengusaha kecil untuk mengangsur;
pembebasan retribusi sebaqaimana dimaksud datam ayat (1) antara lain diberikan

kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusuhan;
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusiditetapkan oleh Bupati.

EAA XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasai 27

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan

----^L^-^- ^^--^-L^l:^- 
l'^.-.-.J- n' '_-r;'pei'mOilOnan pengeil t,aiiqa I Nt:y<rud truP<l(i'

(2) Bupati dalam ja-ngka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya

permohonan ["r-g.rbalian'kele-Oihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus membeiikan kepuiusan;
(3) Apabila jangka *"t t,-t sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

telah diiampaui dan nupali tiOat< memberikan suatu keputusan 
-p-ermohonan

pengcmbalian pembayaran Rctribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus

OiteiOitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila wajib retribuli *"tprnyai utang retribusi lainnya, kelebihan.pembayaran

sebegalnnana dirnaksuC paOa ayat (1) langsung dipertimbangkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
(5) pengembalian keledihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Cilakukan Calam jangka r,'aktu paling lama 2 (Cua) bulan sejak sejak

diterbitkannYa SKRDLB;
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat

2 (dua) 6u!an, Bupati memberi'ken lmbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;

(7) Tata cara pengembalian pembayaian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XXI
K-AD ALUWAR.SA P ENAG I HAN

Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa seielah melampaui

jangka waktu e itig"l tahun-terhitung sejak sa.;t terutangnya Retribusi, kecuali jika

W"jiO Retribusi mJlakukan tindak pidana di bidang Retribusi;

(2) Kac.laluar*" p"n"tinan Retribusisei:againraria clinrakiud pada ayat (1) tertangguh jika:

e. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b.Adapengakuanuta-ngRetribusidariWajibRetribusibaiklangsungmaupun
tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbiikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a'

kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tan-g gal diterimanya Surat.Teguran tersebut;

(.4) pengakuan utang Reti'ibusi secara'langsu-i-lg senagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adafan" Wajib Retribusi OEnga-n kesldarannya menyatakan masih

mempunyai utang RetiiOusi dan belum mJlunasinya kepada Pemerinlah Daerah;

(5) Pengakuan utang Reti'ibusi secai'a tidak langsung Sebagaimana dimaksud pada
'-' 

"y"i 12; huruf 5 dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi'



I

BAB XXII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

(1) tsupaii berwenang meiakukan penreriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
Retribusi;

/^\ l^t-::r- n^r.-:t-,.-; .,-.- -, -t"-- ^.-:t--- ...-::r=\z) vuaIaJ r\euruusr yirirg uipcirKsij wiijiu .

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi
..--- l--.,1----ydilg r,Er urdilg,

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

^ *^-L^-:t.^- t.^L^- ,,^-- J;-^-1..1-^-(/, I I l9l I lUsl l^crl I f\tJtCl dl lgcll I ydi iV LllPsi iLJr\di l.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

Fasai 30

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
.^^-^-;L^- -,.J^L l.^)^1, J^--r .J;L^-. '-1.^-.Pcl rdvli tdr I sulrdr r l\ctuclluvvdl >d udPdi LJli i<jPulNcri l,

(2) BupatiA//alikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Taia cara penghapusan Reiribusi yang sudah kadalu'vai'sa diatur dengan Peratuan Bupati.

BAB XXIII
lr,lcEttTtE E,Eitl lrlr?l !TA rlrrrvLrirat r La-ltrarvvanlr

Pasal 31

(1) lrrstai"isi yang rnelaksanakair peinungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

diberikan insentif sebesar 5o/o (lima persen) darirencana penerimaan;
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

AngEaran Pendapaian dan Beianja Daerah;
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peratrlran Bupatidengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAts XXIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasai 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai Penyidlk uniuk meiakukan penyidlkan tindak pidana di bidang Retribusi

Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri

Sipil terientu di lingkungan Pemei'intah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah :

a. 1,,!cnei"ima, mciicai'i, ni'icngumpull<an dan meneliti l<eterangan atau laporan

berkenan dengan tindak Pidana di bidang retl'ibusi daerah agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. lt,lenellii, mencari dan mcngumpulkan kcierangan mcngenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan

tindak Pidana Retribusi Daerah;
c. !',4eminta keterangen den bahan bukti deri crang pribadi etau baCen

sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana

rli hiAana Pefrihr rci'

e. Melakukan penggeledahan untuk
pencatatan dan dokumen-dokumen
l-rqhan hr rkti terqehr rt'

mendapatkan bahan bukti pembukuan,
lain, serta melakukan penyitaan terhadap

/
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f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Membtret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka dan saksi;
j. Menghentikanpenyidikan;dan/atau
l( Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana

di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya' ' 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melilui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik lndonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan' ' 
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana

denda paling banyak 3 (tiga) kalijumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang

dibayar;
(2) Tuniutan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai d9ng3.n sifatnya

adalah menyangkut kefentingan pribadi seseorang atau wajib retribusi karena itu

dijadikan tindak pidana pengaduan'

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian

dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanannya.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dlerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna'

Ditetapkan di Raha
Pada tangg al 7t - 4 - 2011

H. L.M.

Diundangkan di Raha
Pada tanggal*t ^ 6- 2A11

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 201 1

NOMOR :15

^(.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
rr^rr-rb t4 TALJtrrr q,\.,
It\Ji-at\Ja\ I At liit-r ar, t I

TENTANG
hF-hlnalF! nFl!^FltArl rrrt raFlrrha Yrr Fta aal tlfttzaFa
r\E I I\iE L.iOI rElrlrlrEt\aiJ,{LtAl\a tttEaIAi\A I E,LEr\\.'lUlut\Ir\Ar>t

I trtt tll
L,.TI L., ITI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban mengaturr-- ^:ndii'i ui'usan pemerintahannya u;ituk meningkatkan efisiensi dan efeKivitastrcrl r I r rcl rgur LIJ 5c

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sehubungan dengan maksud di atas dalam rangka mengisi otonomi daerah sebagai wujud

pelal<sanaan undang-undang I'tcmor 32 Tahun 2C04 Tentang Pemerintahan Daerah dan
implementasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka dipandang perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perizinan
lar{anlr r19r l9l rru.

Pengendalian dan pengawasan menara telekomunrkasi adalah untuk menertibkan pemakaian
ruang yang disesuaikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

TENJELAJAI\ TAJAL IJtr,IYII I-ADAL

Pasal 1 cukup jelas.
Fasai 2 cukup jeias.
Pasal 3 cukup jelas.
Pasal 4 cukup jelas.
n--^l f ---t,- --:-t-^rasar C cuKtjp jeias.
Pasal 6 cukup jelas.
Pasal 7 cukup jelas.
n-^^t a ^,,t.,,-;^t^^rd9dr ii uu^uP Jtrlcrs.
Pasal 9 cukup jelas.
Pasal 10 cukup jelas.
n^^^l 4 ,l ^, '1.. rh ;^l^^I qO(al I I VL.lNl..lP Jglclo.
Pasal 12 cukup jelas.
Pasal 13 cukup jelas.
D^^^a 4 / ^"1.r '^ i^l^^r q9sr r r Uur\sP j\tiqs.

Pasal 15 cukup jelas.
Pasal 16 cukup jelas,
Daoal 11 rttVnn ialaor srqr i r 9qr\qP JvrqJ.

Pasal 18 cukup jelas.
Pasal 19 cukup jelas.
Dacal 2() atrVr rn ialac

Pasal 2l cukup jelas.
Pasal 22 cukupjelas.
Drerl )'\ )A ?6 rlan ?A ntrlrttn ialcc

Pasal 27 , 28,29, dan 30 cukup jelas.
Pasal 31, 32, cukup jelas.
Pacal ?? ?,A dan nacal ?5 r:t rkr rn ielac!J, e. sdrr rr-+sr

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR: 7}

It.


